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Abstrak
 

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat merusak moral bangsa dan menurunkan

kualitas hidup masyarakat serta negara. Diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah

satunya melalui penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Pidana tambahan ditujukan tidak hanya

untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mencegah pelaku mengulangi perbuatan korupsi di kemudian

hari. Salah satunya, dengan cara merampas seluruh hasil korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang

pengganti. Seringkali terjadi kecurangan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana

tambahan pembayaran uang pengganti ini, salah satunya terkait dengan penyitaan seluruh harta benda milik

Terpidana sebagai jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti. Oleh sebab itu, penulis memandang

perlu untuk melakukan tinjauan hukum terhadap pengaturan terkait penyitaan dalam mekanisme eksekusi

pembayaran uang pengganti untuk ketepatan pengaturan terkait penyitaan sebagai bagian dari eksekusi

pembayaran uang pengganti. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yakni penelitian dilakukan

melalui kegiatan menganalisis aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum yang berlaku dan hasil

penelitian akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda milik

Terpidana sebagai jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti tidak beralasan hukum yang jelas dan

pasti, karena pengaturannya berbenturan dengan pengaturan terkait penyitaan di dalam KUHAP. Selain itu,

penyitaan tersebut tidak memiliki urgensi dalam pelaksanaannya dan justru dikhawatirkan dapat

menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menyebabkan ketidakadilan bagi

Terpidana. Dengan demikian, pada akhir penelitian penulis memberikan saran agar sebaiknya pengaturan

terkait penyitaan harta benda milik Terpidana dalam mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti

dihapuskan.

......Corruption is an extraordinary crime that can damage the moral fabric of a nation and lower the quality

of life for its people and country. Efforts to prevent and eradicate corruption are necessary, one of which is

through the imposition of additional penalties on perpetrators of corruption. Additional penalties are

intended not only to punish corrupt offenders but also to prevent them from repeating acts of corruption in

the future. One of these measures is the confiscation of all proceeds of corruption through the additional

penalty of replacement money payments. However, irregularities often occur among law enforcement

officials in the execution of replacement money payments, particularly regarding the confiscation of all

assets owned by convicted individuals as collateral for repayment. Therefore, the author considers it

necessary to conduct a legal review of the regulations governing asset confiscation within the mechanism of

executing replacement money payments, to ensure accurate regulations on this matter. This study employs a

doctrinal method, analyzing legal rules, legal doctrines, and applicable legal principles, with the findings

presented descriptively. The results of the research indicate that the confiscation of assets owned by

convicted individuals as collateral for replacement money payments lacks clear and definitive legal

justification, as its regulations overlap with those governing confiscation under the Indonesian Criminal
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Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - KUHAP). Moreover, such confiscation lack

urgency in their implementation and raise concerns about potential abuse of authority by law enforcement,

leading to injustice for the convicted individuals. Therefore, this study concludes with a recommendation to

abolish regulations concerning the confiscation of assets owned by convicted individuals in the mechanism

for executing replacement money payments. 


